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Pendahuluan

Di era modern ini, pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu, merupakan sarana paling
efektif dalam pembatasan kekuasaan dengan sirkulasi elit, serta sebagai seleksi kompetitif untuk
semua pihak yang memiliki gairah untuk memimpin. (Yunita & Maulia, 2024). Pemilu merupakan
pilar utama dalam negara dengan sistem demokrasi, sebab esensi dari hadirnya pemilu adalah
penyaluran aspirasi dan keinginan rakyat terhadap negaranya. Lebih lanjut, didalam negara
demokrasi legitimasi rakyat merupakan hal yang sentral terhadap kelancaran seseorang dalam
memimpin, pemilu hadir salah satunya untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya delegitimasi.
(Subiyanto, 2020)

Pada awal tahun 2024, Indonesia melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden. Pada agenda rutin lima tahunan tersebut, pasangan calon nomor urut satu, Prabowo dan
Gibran muncul sebagai pemenang mutlak dengan 58,6% suara, mengalahkan dua pasangan calon
lainnya. Merupakan konsekuensi yang logis didalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika hasil
dari hal tersebut digugat di Mahkamah Konstitusi karena beberapa hal yang diyakini oleh pihak
yang kalah.

Problematika yang penelitian ini coba angkat sebagai pengantar adalah Pertama, didalam hal
pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika terdapat tiga pasangan calon selanjutnya disebut paslon,
sedangkan hasilnya menunjukan bahwa salah satu paslon memenangkannya dalam satu putaran.
Selanjutnya, pasangan calon yang kalah mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu kepada
Mahkamah Konsititusi. Pada kasus tersebut, masalah akan muncul jika permohonan pihak yang
kalah dikabulkan oleh MK, Sebab, dalam skenario ini, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum tidak mengatur hal tersebut apakah paslon dengan perolehan terbanyak
kedua secara langsung akan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, ataukah akan terjadi
pemilu ulang, pemungutan suara ulang, dan bagaimana mekanismenya.

Kedua, problematika tersebut telah dijawab oleh adanya Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum, pada aturan tersebut, terdapat solusi dari permasalahan yang ada didalam penelitian ini.
Perlu ditelaah lebih lanjut apakah ketentuan ini merupakan solusi konkret dari problematika
tersebut dan apakah ketentuan tersebut dibentuk dengan landasan-landasan yang ditentukan oleh
hukum positif. Seperti yang telah menjadi kebiasaan didalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dalam hal ini diakui
keberlakuannya jika dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat
lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. (Huda, 2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis legitimasi dari ketentuan mengenai
pemungutan suara ulang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dalam hal jika gugatan
sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi, apakah aturan tersebut memiliki sandaran hukum sesuai dengan hierarki peraturan
perundangan, serta menunjukan bagaimana konsekuensi logis jika suatu aturan ini tidak memiliki
sandaran hukum yang kuat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yangmana
berfokus pada penelitian data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-
bahan kepustakaan dengan mencari dan menganalisis kaidah, doktrin-doktrin, asas-asas, teori, dan
filosofi dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum seperti kekaburan
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norma, kekosongan hukum, maupun konflik norma. (Nurhavati, ¢za/ 2021). Penelitian hukum
normatif ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain, pendekatan undang-undang (Statute
Approach), dan Pendekatan Analitis (Analytical Approach).

Sejauh studi literatur yang dilakukan, belum terdapat penelitian yang menggambarkan
pokok bahasan yang sama, ini menunjukan bahwa penelitian ini menjunjung tinggi #ovelty dalam
penelitian. Sebagai bahan pertimbangan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yangmana sebagai
bahan perbandingan, landasan berfikir, serta penekanan novelty dalam menyusunnya. Pertama,
penelitian oleh Dedi Sumanto dan Salahuddin Nggilu pada 2020 yang berjudul “Kedudukan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-
Undangan Republik Indonesia” yang mana pada penelitian itu menunjukan bahwa kedudukan
PKPU yang berada di bawah Undang-Undang. penelitian ini memberikan penjelasan bahwa
kedudukan PKPU adalah dibawah Undang-Undang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rinaldy Bima dan Muhajirin pada 2023
yang berjudul “Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pemilihan Kepala Daerah” walaupun menjelaskan mengenai perbandingan pengaturan
pemungutan suara ulang namun tulisan ini tentu berbeda karena didalamnya memperbandingkan
UU Pemilu namun bahan perbandingannya bukan kepada PKPU melainkan UU Pemilukada.

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Umum Regulasi Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme yang krusial dalam menjaga
keadilan dan integritas proses pemilihan umum di Indonesia. Mekanisme ini bertujuan untuk
memastikan bahwa pemungutan suara yang mengalami masalah atau terindikasi adanya
pelanggaran serius dapat diperbaiki. PSU diharapkan dapat mencerminkan secara akurat kehendak
rakyat, serta bebas dari praktik kecurangan atau pelanggaran hukum(Irsyedha Alfara Reginantis, et
al, 2024). Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, PSU memiliki landasan hukum kuat, yang
diatur dalam berbagai regulasi. Landasan hukum ini dirancang untuk menangani potensi masalah
yang mungkin timbul, mulai dari proses pelaksanaan pemilu hingga tahap akhir penghitungan surat
suara.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Undang-undang ini secara jelas menguraikan kondisi-kondisi yang memerlukan pelaksanaan PSU.
Dalam Pasal 372 Ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa PSU dapat dilaksanakan apabila :

Pemungutan suara di TPS dapat dinlang apabila terjadi, bencana alam dan/atan kerusuban yang
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilaknkan;

Penmungutan snara di TPS wajib dinlang apabila dari basil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS
terbufketi terdapat keadaan sebagai berifnt

Pembukaan kotak suara dan/atan berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilaknkan
menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Petugas KPPS' meminta Pemilih memberikan tanda kbusus, menandatanganz, atan mennliskan nama
atan, alamat pada surat suara yang sudab dignnakan;

Petugas KPPS merusak lebibh dari satn surat snara yang sudabh dignnakan oleh Pemilih sebingga surat
suara tersebut menjadi tidak sab; dan/ atan

Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilib tetap
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dan daflar pemilib tambaban.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PSU dapat dilaksanakan dalam hal
adanya gangguan situasi yang signifikan, seperti bencana alam, masalah keamanan, atau kesalahan
administratif yang berpotensi mempengaruhi hasil pemungutan suara. Selain itu, apabila terdapat
indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi (MK)
dapat memerintahkan untuk segera melaksanakan PSU(Moh. Mahfud MD, 2017). Praktik ini
menunjukkan bahwa PSU tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif, tetapi juga sebagai
upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Setelah mengetahui landasan hukum yang mendasati pelaksanaan PSU tersebut, sangat
penting untuk kita memahami tantangan yang muncul dalam proses implementasinya. Salah satu
tantangan utamanya adalah kurangnya kejelasan mengenai prosedur pelaksanaan PSU setelah
adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun MK memiliki kewenangan untuk
memutuskan sengketa hasil pemilu dan menginstruksikan pelaksanaan PSU, UU Pemilu tidak
menyediakan pedoman yang memadai mengenai mekanisme tersebut. Dalam banyak kasus, hal ini
menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan penyelenggara pemilu serta pemilih
(Nugraha, 2015).

Sebagai respons terhadap kekosongan hukum yang ada, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Peraturan ini memberikan
panduan teknis yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang
merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. Dalam konteks
demokrasi, pemilu yang adil dan transparan adalah pilar utama yang harus dijaga untuk
memperkuat sistem ketatanegaraan (Salsa Agustin, et,al, (2024). Oleh karena itu, PKPU ini tidak
hanya sekadar panduan teknis, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa
setiap suara yang diberikan oleh rakyat dapat dihitung dengan benar dan sah.

PKPU Nomor 25 Tahun 2023 telah menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan PSU,
yang mencakup syarat-syarat administratif dan teknis yang perlu dipenuhi. Hal ini mencerminkan
komitmen KPU sebagai penyelenggara untuk dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas dan
adil. Pada Pasal 80 ayat 1 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pemungutan suara di
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat diulang jika terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan
yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Situasi semacam ini
menunjukkan bahwa KPU berupaya untuk menjaga keadilan dalam proses pemilu, terutama saat
kondisi luar biasa menggangeu jalannya pemungutan suara.

Lebih lanjut, PKPU ini dalam Pasal 80 ayat 2 juga menetapkan syarat-syarat yang lebih ketat
terkait keabsahan pemungutan suara, seperti, jika terbukti terdapat pelanggaran prosedur, seperti
pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka pemungutan suara harus
diulang. Hal ini menunjukkan bahwa KPU berusaha untuk menjamin konsistensi pengaturan
sistem pemilu, sehingga setiap tahapan dalam proses pemilu dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya pada
sistem pemilu yang ada dan merasa bahwa hak suara mereka dihargai.

Selain itu, PKPU ini dalam Pasal 80 ayat 3 juga mengatur tentang pemungutan suara yang
harus diulang jika ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali. Langkah Ini merupakan
upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah kecurangan dalam pemilu. Dengan adanya
ketentuan ini, KPU berupaya memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam
pengaturan pemilu, yang pada gilirannya akan menjaga kepercayaan publik terhadap proses
demokrasi (Huda et al., 2022).

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari
adanya regulasi penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU Pemilu, yakni,
KPU tidak hanya berfokus pada teknis penyelenggaraan pemungutan suara, tetapi juga pada aspek-
aspek yang lebih luas seperti penguatan sistem ketatanegaraan demokratis, mewujudkan pemilu
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yang adil dan berintegritas, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku
kepentingan. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi landasan penting dalam menciptakan pemilu
yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga dapat diakses dan dipetrcaya oleh seluruh lapisan
masyarakat

Lebih lanjut, dalam hal terjadinya pelaksanaan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
KPU sebagai penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan jadwal
pelaksanaan PSU, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi, "KPU
menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan
amar putusan Mahkamah Konstitusi." Proses penyusunan jadwal ini sangat penting, karena
ketepatan waktu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang akan mempengaruhi kepercayaan
publik terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, jadwal PSU ini harus ditetapkan melalui
Keputusan KPU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2): "Jadwal pelaksanaan
pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
Keputusan KPU." Keputusan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang
ada, tetapi juga menunjukkan komitmen KPU untuk melaksanakan pemilu yang transparan dan
akuntabel.

Kemudian, terkait penetapan jadwal PSU, KPU juga memiliki tanggung jawab untuk
menyusun anggaran yang diperlukan, sebagaimana bunyi Pasal 93 ayat (1) huruf b menyatakan
bahwa KPU harus "merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara
ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi." Hal ini menunjukkan bahwa KPU harus memastikan
kesiapan finansial dalam pelaksanaan PSU untuk menjamin kelancaran prosesnya. Tanpa anggaran
yang memadai, pelaksanaan PSU dapat terhambat, yang pada gilirannya dapat merusak
kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, pengelolaan anggaran yang baik akan
memastikan bahwa semua aspek teknis dan logistik, seperti penyediaan kotak suara, pelatihan
petugas pemilu, dan sosialisasi kepada masyarakat, dapat dilaksanakan dengan efektif.

Dalam hal pelaksanaan, PSU dapat dilaksanakan baik pada hari kerja, hari libur, maupun
hati yang diliburkan. Hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1) yang berbunyi: "Pemungutan suara
ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1),
dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan." Fleksibilitas dalam penjadwalan
ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemilih untuk menggunakan hak
pilih mereka. KPU Kabupaten/Kota juga wajib memberitahukan kepada berbagai pihak terkait
agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 94 ayat (2): "KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala
daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan
agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya." Dengan
melakukan pemberitahuan yang tepat, KPU berupaya memastikan bahwa semua pemilih, tanpa
terkecuali, dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi ini.

Perlu diingat bahwa dalam proses PSU pasca putusan MK, KPU tidak dilakukan
pemutakhiran daftar pemilih, sebagaimana Pasal 95 ayat (1) menegaskan: "Dalam pemungutan
suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada
DPT, DPTb, dan DPK." Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas dan konsistensi data
pemilih yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, PPS wajib mencatat jika sebelum PSU ada
pemilih yang meninggal dunia atau berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia
(INI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI). Aturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (2):
"Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suata ulang pasca putusan Mahkamah
Konstitusi, terdapat Pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia
pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK." Proses pencatatan ini penting untuk
memastikan bahwa data pemilih tetap akurat dan mencerminkan kondisi terkini, sehingga tidak
ada pemilih yang tidak berhak tetapi tetap terdaftar dalam daftar pemilih.

Implikasi Pertentangan antara Pemungutan Suara Ulang pada PKPU dengan
Pemungutan Suara Ulang pada UU Pemilu
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Pada dasarnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara independen
yang memiliki peran vital dalam menjaga integritas dan kelancaran proses pemilihan umum di
Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga independen, KPU memiliki kewenangan untuk
membentuk peraturan yang Dbersifat self-regulatory, yang memungkinkan KPU untuk
mengeluarkan aturan yang setara dengan Peraturan Pemerintah (PP), dalam hal ini adalah
Peraturan KPU (PKPU). (Mochtar, 2022). Kewenangan ini penting untuk memastikan bahwa
KPU dapat beradaptasi dengan dinamika yang tetjadi dalam konteks pemilu, terutama ketika
menghadapi tantangan baru yang mungkin tidak diatur dalam undang-undang yang ada. Dengan
demikian, PKPU menjadi instrumen penting dalam merespons kebutuhan hukum yang muncul di
lapangan, terutama ketika situasi tertentu memerlukan penanganan yang cepat dan efektif.

Melihat masalah terkait kekosongan hukum mengenai pemilu, KPU telah mengambil
langkah proaktif dengan membentuk PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Kehadiran PKPU ini
sejatinya diniatkan untuk menjawab kekosongan hukum yang telah dijelaskan di bab-bab
sebelumnya, di mana terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatur berbagai aspek teknis
pemungutan suara ulang (PSU). Namun, dalam konteks sistem hukum Indonesia yang bersifat
hierarkis, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aturan yang dikeluarkan tidak saling
tumpang tindih dan tetap dalam koridor yang selaras dengan undang-undang yang lebih tinggi. Hal
ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat kompleksitas yang ada dalam regulasi pemilu dan
kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 telah memberikan pedoman teknis
terkait PSU, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat kekurangan yang signifikan
dalam hal dasar hukum yang mendasari aturan tersebut, khususnya terkait pemilihan presiden dan
wakil presiden. UU Pemilu sebagai rujukan utama tidak mencantumkan ketentuan mengenai PSU
untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, yang menyebabkan ketidakpastian hukum.
Ketidakjelasan ini dapat memicu keraguan di kalangan pemilih dan calon peserta pemilu, serta
dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini,
penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak dari kekosongan hukum ini agar
dapat menemukan solusi yang tepat.

Ketidaksesuaian antara PKPU Nomor 25 Tahun 2023 mengenai Pemungutan dan
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu
terkait pemungutan suara ulang merupakan isu yang sangat penting dan petlu mendapatkan
perhatian serius. Dalam konteks ini, peraturan yang tidak selaras dapat menciptakan kebingungan
di kalangan penyelenggara pemilu dan pemilih, yang pada praktiknya dapat berdampak negatif
pada integtitas proses demokrasi itu sendiri.

Oleh katrena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana ketidaksesuaian ini
dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam pelaksanaan pemilu, termasuk dampaknya terhadap
kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Penelitian ini ingin menunjukkan setidak-tidaknya
dampak yang akan muncul jika PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu.

Konflik antar Peraturan dan Pencideraan Asas Hukum

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terdapat hal-hal yang patut
untuk diperhatikan. Pertama, harmonisasi antar peraturan dan kedua, penerapan asas-asas hukum
didalam peraturan yang akan dibentuk. Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan baik
secara vertikal maupun horizontal sangat perlu untuk dijaminkan karena akan berkaitan erat
dengan efektifitas peraturan dan kewibawaan suatu aturan tersebut. Suatu peraturan dapat berlaku
secara efektif maka hal yang paling penting untuk dijaminkan adalah dalam pembentukan
peraturannya harus diminimalisir pertentangan antar peraturan. (Fitryantica, 2019).

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilithan Umum Nomor
25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas tidak terdapat
keharmonisan aturan didalamnya. Pertentangan antara aturan tersebut nyata terdapat dalam
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muatan materi mengenai pemungutan suara ulang seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Lebih lanjut, asas hukum merupakan inti dari hukum itu sendiri, sehingga asas hukum
memiliki peranan sentral dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Satjipto
Rahardjo mengatakan bahwa “asas hukum adalah jiwa-nya peraturan hukum, karena asas hukum
merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”. (Rokilah & Sulasno, 2021) Sejalan dengan
pertentangan antara PKPU dengan UU Pemilu, PKPU ini jika dilihat dari sudut pandang materi
muatan, mengindikasikan pula terdapat pelanggaran terhadap asas-asas hukum antara lain:

Asas Kepastian Hukum

Secara gramatikal kepastian berasal darikata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan
tentu. (Halilah & Arif, 2021). Radburch menjelaskan bahwa “kepastian hukum harus dimaknai
sebagai ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur
dan konsekuen”. (Santoso, 2021).

Pada penjelasan diatas jika dikontekstualkan ketidakharmonisan aturan antara PKPU
dengan UU Pemilu maka jelas bahwa kehadiran PKPU tidak memberikan kejelas, kekonsistensian,
serta keteraturan suatu hukum, karena disuatu hal yang sama, dalam hal ini muatan materi
pemungutas suara ulang, mengatur hal yang berbeda dengan apa yang telah diatur didalam UU
Pemilu. Terlihat setidak-tidaknya terdapat permasalahan yaitu:

Pertama, ketidakjelasan manakah ketentuan yang akan digunakan sebagai rujukan. Kedua,
jika terdapat dua ketentuan seperti ini, maka dimungkinkan jika terjadi sengketa nanti, seseorang
akan menggunakan ketentuan yang satu, dan terdapat pula yang menggunakan ketentuan yang
lainnya, dilema seperti ini jika terdapat penggunakan peraturan yang berbeda namun keduanya
dikabulkan melalui putusan hakim nantinya akan menghasilkan keinkonsistensian hukum itu
senditi.

Asas Konflik antar Peraturan (fex superior derogat legi inferiori)

Ketika menemui adanya konflik antar peraturan yang secara hierarkis tidak sederajat maka
asas hukum yang digunakan adalah /fex superior derogate legi inferiori, yang artinya suatu peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi. (Sumanto & Nggilu, 2020)

Pada dasarnya permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah terdapat suatu
ketentuan yang mengatur hal yang sama namun melalui undang-undang yang berbeda. Letak
pertentangannya adalah muncul ketika dua peraturan yang mengatur hal yang sama tersebut
memiliki muatan materi yang berbeda. Perlu disadari bahwa sudah pasti jika ada masalah yang
terkait permasalahan yang dibahas, yang akan digunakan sebagai rujukan adalah PKPU karena di
UU Pemilu tidak diterdapat muatan materi terkait. Dilema seperti ini secara pasti melanggar asas
hukum /Jex superior derograt legi inferiori karena yang dikesampingkan justru UU Pemilu yang secara
hierarki berada di atas PKPU.

Dalam konteks pemahaman asas yang demikian, PKPU ini dalam kedudukan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilu yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi().
Oleh karena itu, ketentuan mengenai PSU untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dalam
PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dapat dianggap tidak sah yang pada akhirnya dapat mengganggu
proses penyelesaian sengketa pemilu dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu

Efektivitas Penerapan Regulasi

Efektivitas regulasi merupakan isu penting yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, efektivitas regulasi merujuk pada sejauh mana
suatu regulasi atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini sangat penting, karena
tanpa efektivitas, suatu regulasi akan kehilangan makna dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan
demikian, evaluasi terhadap efektivitas penerapan regulasi ini setidaknya memiliki dua dimensi
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utama, yaitu kepatuhan dan efisiensi. Kepatuhan berkaitan dengan sejauh mana individu atau
entitas mematuhi regulasi yang berlaku, sedangkan efisiensi berhubungan dengan seberapa baik
sumber daya digunakan dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk
menganalisis lebih dalam apakah penerapan Peraturan KPU (PKPU) dapat dikatakan efektif atau
tidak.

Dalam analisis terhadap PKPU, kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi efektivitasnya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika terdapat permasalahan
dalam penerapan PKPU, maka akan muncul dilema mengenai peraturan mana yang scharusnya
digunakan. Dilema ini sering kali muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara PKPU dan
peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang (UU). Dalam hal ini, penting untuk mengkaji
lebih dalam mengenai posisi PKPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Mengingat
bahwa PKPU merupakan produk peraturan yang setingkat dengan Peraturan Pemerintah (PP),
maka letaknya berada di bawah UU. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan
kekuatan hukum PKPU ketika bersinggungan dengan UU yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, perbedaan muatan materi antara PKPU dan UU dapat menimbulkan potensi
munculnya judicial review terhadap peraturan terkait. Judicial review merupakan mekanisme yang
memungkinkan pengujian kembali suatu peraturan untuk memastikan kesesuaian dan
kepatuhannya terhadap peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks pembentukan peraturan
perundang-undangan, penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi dibentuk dengan
mempertimbangkan keefektivitasannya. Sayangnya, dalam banyak kasus, regulasi seperti PKPU
tidak dibentuk dengan mempertimbangkan aspek ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
dalam proses legislasi yang perlu diatasi agar regulasi yang dihasilkan dapat berfungsi secara
optimal.

Selanjutnya, dalam menilai efektivitas PKPU, kita juga perlu melihat dari sudut pandang
implementasi di lapangan. Banyak regulasi yang dianggap baik di atas kertas, namun menemui
berbagai kendala saat diterapkan. Misalnya, kurangnya sosialisasi mengenai regulasi tersebut dapat
mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dari masyarakat. Selain itu, faktor-faktor eksternal
seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya juga mempengaruhi efektivitas penerapan regulasi.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini
agar dapat diidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas PKPU.

Akhirnya, untuk mencapai efektivitas yang diharapkan, diperlukan pendekatan yang
komprehensif dalam penyusunan dan penerapan regulasi. Hal ini mencakup keterlibatan semua
pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses legislasi. Dengan melibatkan
masyarakat, diharapkan akan tercipta regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan realitas
yang ada. Oleh karena itu, menyusun regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi
juga memperhatikan aspek praktis dan sosial, menjadi kunci untuk memastikan bahwa regulasi
seperti PKPU dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hilangnya Kewibawaan Hukum

Hukum merupakan pondasi penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam
masyarakat. Namun, ketika keefektifan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan diragukan, isu yang pertama kali muncul adalah hilangnya kewibawaan hukum itu
sendiri. Kewibawaan hukum sangat penting karena hukum tidak hanya sekadar aturan yang harus
dipatuhi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang mengatur
perilaku manusia. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menciptakan
perdamaian dalam masyarakat, di mana sanksi yang tegas dikenakan pada pelanggar untuk
memastikan kepatuhan. Oleh karena itu, kewibawaan hukum sangat bergantung pada sejauh mana
masyarakat mematuhi dan menghormati peraturan yang ada.

Ketidakselarasan antara berbagai peraturan, seperti Peraturan KPU (PKPU) dan Undang-
Undang Pemilu, dapat menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Ketika dua regulasi yang
mengatur hal serupa ada, masyarakat cenderung memilih salah satu yang dianggap lebih relevan

| Page 1232



Arysandi, D, N, et al Jurnal Interpretasi Hukum, 1 olume 5, Issue 3

atau menguntungkan dalam situasi tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi
dan kewibawaan dari peraturan yang tidak dipilih. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, jika
seseorang lebih memilih untuk mengikuti ketentuan dalam PKPU, maka secara otomatis mereka
mengesampingkan ketentuan yang ada dalam UU Pemilu, dan sebaliknya. Proses pemilihan ini
menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berinteraksi dengan hukum, tetapi juga bernegosiasi
dengan berbagai norma yang ada, yang pada akhirnya dapat menurunkan kewibawaan dari
peraturan yang tidak dipilih untuk diikuti.

Dalam perspektif kepatuhan hukum, situasi ini dapat dianalisis lebih dalam dengan
pendekatan argumentum a contrario. Ketika masyarakat memilih untuk mematuhi satu peraturan,
hal ini berarti mereka secara implisit mengesampingkan peraturan lainnya. Sebagai contoh, dalam
situasi di mana pemungutan suara ulang diperlukan akibat keputusan Mahkamah Konstitusi,
masyarakat akan cenderung merujuk pada PKPU sebagai dasar hukum, karena UU Pemilu tidak
memberikan ketentuan yang jelas mengenai hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam
praktiknya, masyarakat lebih memilih menggunakan peraturan yang dianggap lebih aplikatif,
meskipun secara hierarkis, PKPU berada di bawah UU Pemilu. Dengan kata lain, keputusan
masyarakat untuk mengikuti satu peraturan dapat mengakibatkan penurunan kewibawaan dari
peraturan yang lebih tinggi.

Dari sudut pandang hierarki hukum, penting untuk memahami bahwa PKPU, meskipun
setara dengan Peraturan Pemerintah (PP), berada di bawah Undang-Undang dalam struktur
hukum. Ketika terjadi konflik antara PKPU dan UU Pemilu, seharusnya UU Pemilu yang menjadi
acuan utama. Namun, kenyataannya, PKPU sering kali lebih diutamakan dalam praktik, sehingga
mengakibatkan UU Pemilu mengalami penurunan kewibawaan. Hal ini menunjukkan adanya
disfungsi dalam sistem hukum, di mana peraturan yang seharusnya memiliki kekuatan lebih rendah
malah ditkuti dengan lebih ketat dibandingkan dengan peraturan yang lebih tinggi. Situasi ini
memunculkan tantangan besar bagi penegakan hukum dan keadilan di masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kewibawaan hukum sangat dipengaruhi
oleh kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Ketidakselarasan antara berbagai
peraturan dapat menciptakan kebingungan dan mengurangi legitimasi hukum, sehingga perlu ada
upaya untuk menyelaraskan dan mempetjelas peraturan-peraturan yang ada. Dalam konteks
pemilu, perhatian harus diberikan pada bagaimana PKPU dan UU Pemilu dapat berfungsi secara
harmonis, sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi hukum dengan lebih baik.
Dengan demikian, upaya untuk memperkuat kewibawaan hukum harus melibatkan dialog yang
konstruktif antara pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat, untuk mencapai keadilan
dan ketertiban yang diharapkan.

Simpulan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan dan
integritas pemilu di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan diperkuat dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Meskipun PSU diatur secara rinci dalam UU Nomor
7 Tahun 2017, terdapat tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait ketidakjelasan
prosedur setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PKPU Nomor 25 Tahun 2023
hadir sebagai upaya KPU menjawab kekosongan hukum dengan memberikan panduan teknis
pelaksanaan PSU. Namun, peraturan ini menimbulkan konflik dengan UU Pemilu, terutama
terkait pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu.

Permasalahan ini memunculkan beberapa implikasi hukum, seperti pelanggaran asas
kepastian hukum dan asas /Jex superior derogat legi inferiori. Ketidakselarasan antara PKPU dan UU
Pemilu berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan PSU dan membuka ruang
sengketa yang dapat berujung pada judicial review. Ketidakharmonisan ini juga berisiko
mengurangi kewibawaan hukum dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, karena
munculnya ketentuan yang tumpang tindih antara peraturan yang berbeda.
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